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ABSTRACT 

 

Ice Eryora. 2014. An On the Job Training Model on Public Service of 

Government Apparatus. Dissertation. Graduate Program State University of 

Padang.  

 

 

This research was based on preliminary studies on four public service 

offices located in the city of Padang. . It was found that the quality of public 

service provided by government apparatus were not satisfaction. This condition 

cannot be ignored because it affects the quality of government services. The 

purpose of this study was to develop a training model that can improve the quality 

of public service. Specifically, the study was aimed at disclosing (1) Identify 

cause of the low quality of apparatus services. (2) Develop an appropriate on the 

job training model, (3) determine the validity of the model, (4) determine the level 

of the practicalities of the model. And (5) determine the level of effectiveness of 

the model. 

This research categorized as Research and Development (R and D). In the 

early stages research was done to identify the causes of low quality of apparatus 

services.  Then, a training model was developed which appropriate to the needs by 

using the ADDIE model as described by Branch 2009; Morrison, Ross and Cam, 

2010.  An ADDIE Model development consists of five steps: (1) training needs 

analyze, (2) designing the model as needed, (3) develop a model and determine 

the validity, effectiveness and practicalities, (4) implementing a new model, and 

(5) evaluation the model. 

The findings of this study were (1) main factors cause the low quality of 

personnel service due to lack of competence apparatus of public services, 

especially the direct servant apparatus  (customer service). (2) On the job training 

model for public service which fit to the needs of the apparatus with three books 

that contain direct public service training guide for government officials. (3) 

Training model was considered valid based on expert judgment. (4) The model 

was expressed practically based assessment practitioners. And (5) was categorized 

effective model based on the large groups. Based on the findings, it can be 

concluded that the direct training of these models can be used to improve the 

quality of service of the government apparatus. This study shows that a series of 

activities and programs can be applied in research based training model. This 

study recommends to the government, training institutions, leaders in service unit 

and apparatus to be able to improve the quality of service by applying an on the 

job training model of public service.  
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ABSTRAK 

 

Ice Eryora. 2014. Model Pelatihan Langsung Pelayanan Publik bagi 

Aparatur Pemerintah. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Negeri 

Padang.  

 

 

 

Penelitian ini berdasarkan studi pendahuluan pada empat kantor pelayanan 

publik yang berada di Kota Padang. Temuan awal diperoleh data rendahnya 

kualitas pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintahan terhadap 

masyarakat. Kondisi ini tidak dapat diabaikan karena mempengaruhi kualitas 

pelayanan pemerintah. Penelitian ini bertujuan (1) menemukan penyebab 

rendahnya kualitas pelayanan aparatur. (2) proses pengembangan model pelatihan 

langsung pelayanan publik bagi aparatur pemerintah yang sesuai dengan 

kebutuhan aparatur. (3) mengetahui tingkat validitas model. (4) mengetahui 

tingkat praktikalitas model. (5) mengetahui tingkat efektivitas model.  

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian dan pengembangan (R&D). 

Pada tahap awal dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui penyebab 

rendahnya kualitas pelayanan aparatur dan mengembangkan model pelatihan yang 

tepat sesuai dengan kebutuhan aparatur. Pengembangan menggunakan model 

ADDIE seperti yang dijelaskan oleh Branch 2009; Morrison, Ross dan Cam, 

2010. Model ADDIE terdiri dari lima langkah pengembamgan yaitu (1) 

menganalisis  kebutuhan pelatihan, (2) merancang model sesuai kebutuhan, (3) 

mengembangkan model melalui uji validitas, efektifitas dan  praktikalitas, (4) 

mengimplementasikan model baru, dan (5) melakukan evaluasi dalam setiap 

tahapan pengembangan model.  

Temuan penelitian ini adalah (1) penyebab rendahnya kualitas pelayanan 

aparatur karena kurangnya kompetensi aparatur tentang pelayanan publik 

terutama aparatur pelayan langsung (customer service). (2) proses pengembangan 

model pelatihan langsung pelayanan publik telah berhasil dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan aparatur pemerintah. (3) model pelatihan dikategorikan valid 

berdasarkan penilaian ahli. (4) Model dinyatakan praktis berdasarkan penilaian 

praktisi, dan (5) Model dinyatakan efektif berdasarkan uji coba kelompok  besar. 

Berdasarkan temuan, dapat disimpulkan bahwa model pelatihan langsung ini 

dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa rangkaian kegiatan dan program  dapat di 

aplikasikan pada penelitian berbasis model pelatihan. Disarankan kepada 

pemerintah, lembaga pelatihan, pimpinan unit pelayanan dan aparatur untuk 

menerapkan model pelatihan langsung guna meningkatkan kualitas pelayanan 

publik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tata kelola pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan good 

governance digulirkan oleh pemerintah sejalan dengan pelaksanaan 

reformasi di Indonesia. Good Governance bertujuan mewujudkan perbaikan 

menyeluruh pada semua unsur kelembagaan negara yang meliputi: 

pemerintah sebagai representasi negara, pelaku bisnis, dan masyarakat. 

Pelaksanaan good governance tersebut bertujuan mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat.  

Pelaksanaan good governance telah menunjukkan banyak kemajuan, 

tetapi masih menyisakan banyak agenda yang harus diselesaikan. Kondisi 

ini disebabkan karena implementasi good governance memiliki 

kompleksitas yang tinggi sehingga memerlukan langkah strategis untuk 

melaksanakannya. Salah satu langkah strategis dalam mewujudkan good 

governance adalah reformasi pelayanan publik. 

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan peraturan 

perundang-undangan diatas, maka pelayanan publik diklasifikasikan sebagai 

berikut: (1) kelompok pelayanan administratif; (2) kelompok pelayanan 

barang; (3) Kelompok pelayanan jasa. 

1 
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Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, pemerintah sudah memberlakukan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman 

Tatalaksana Pelayanan Umum dan  Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kedua Kepmen tersebut menjelaskan 

bahwa aparatur pemerintah bertugas menjalankan fungsi pelayanan pada 

unit pelayanan pemerintah. Pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah tersebut sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat serta menjalankan ketentuan perundang-undangan. 

Selama kurun waktu lima Tahun terakhir, telah banyak upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di 

antaranya: 

1. Perbaikan berupa penyempurnaan kebijakan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dengan disahkannya Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

2. Mewujudkan pelayanan publik melalui otonomi daerah yang 

bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta 

memberikan kewenangan yang lebih luas pada pemerintah daerah 

untuk mengelola rumah tangga sendiri dengan disahnya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. 
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3. Pelaksanaan pelayanan satu atap berupa pelayanan terpadu pada suatu 

tempat oleh beberapa instansi unit pelayanan sesuai dengan 

kewenangan masing-masing yang bertujuan meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pelayanan sehingga meminimalkan jarak geografis 

antar berbagai unit pelayanan dan memperpendek waktu yang 

diperlukan untuk proses pelayanan. Merujuk kepada Keputusan 

Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.   

4. Pemerintah juga melakukan perbaikan pelayanan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan E-

Government dengan tujuan menciptakan kemudahan informasi, 

keadilan, efisiensi, efektivitas dalam melayani masyarakat. 

5. Upaya perbaikan juga dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan 

mensosialisasikan berbagai pendekatan manajemen yang diadopsi 

untuk kantor unit pelayanan. Sosialisasi  model-model pelayanan yang 

diadopsi dari berbagai model manajemen untuk mengelola pelayanan. 

Model pelayanan tersebut seperti TQM, ISO, Malcolm Baldrige, Six 

Sikma, Kaizen, Standar Pelayanan, dan Service Charter (Lembaga 

Adminstrasi Negara, 2006:23-33).  

 

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kualitas 

pelayanan di atas, namun masih ditemukan rendahnya kualitas pelayanan 

publik. Rendahnya kualitas pelayanan publik hampir dirasakan oleh setiap 

masyarakat, terutama pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah. 
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Kualitas pelayanan yang masih rendah juga diketahui dari hasil penelitian 

disertasi Febrianda (2009) yang menemukan bahwa kualitas pelayanan 

publik pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang masih 

belum sesuai standar hukum pelayanan publik. Sejalan dengan pendapat 

sebelumnya Ketua Ombudsmen Republik Indonesia (lembaga Negara yang 

bertugas mengawasi pelayan publik) menyatakan bahwa “rendahnya 

kualitas pelayanan publik dipengaruhi rendahnya kualitas kebijakan dan 

(SDM) sumber daya manusia”. (Girindrawardana. 2012).   

Rendahnya kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan 

pemerintah juga dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Lembaga INCIS (Indonesia Institute for Civil Society) alam buku Defisit 

Pelayanan Publik (Burhanuddin:2005). INCIS menemukan pelaksanaan 

pelayanan publik pemerintah masih rendah diantaranya: 

(1) Aparatur masih melayani masyarakat berdasarkan kebutuhan 

masyarakat bukan berdasarkan kewajiban aparatur sebagai 

pelayan masyarakat; (2) aparatur sebagai pelayan masih 

mengutamakan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang 

telah dibuat, bukan memandang dari segi kebutuhan dan 

keinginan masyarakat. (3) dalam proses pelayanan sering tidak 

terdapat efisiensi, transparansi, efektivitas dan keadilan sehingga 

timbul anggapan adanya tebang pilih dalam pelayanan.  

 

Dari data-data tersebut dapat diasumsikan bahwa memang masih 

rendah kualitas sumber daya manusia yang mengelola pelayan publik. 

Berdasarkan data tersebut dilakukan observasi dan wawancara pada unit-

unit pelayanan publik untuk mengetahui kondisi pelayanan unit pelayanan 

publik. Kantor yang dijadikan lokasi penelitian adalah Kantor Kecamatan 
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Nanggalo, Kantor Kesbangpol Kota Padang, Kantor Catatan Sipil Kota 

Padang, dan Kantor Telkomsel Padang.  

Penelitian pertama dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2012 di Kantor 

Kecamatan Nanggalo. Kecamatan Nanggalo merupakan Kantor pelayanan 

publik pemerintah. Kecamatan menjadi wilayah kerja Camat untuk 

menjalankan tugas pemerintahan di lingkup yang lebih kecil yaitu 

Kecamatan. Dari penelusuran di lapangan ditemukan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Kondisi Kantor unit pelayanan kekurangan aparatur pelayanan  

disebabkan aparatur yang ditempatkan pada unit pelayanan sangat 

terbatas. 

2. Kondisi Kantor jauh dari kata layak, sempit dan kurang nyaman untuk 

sebuah unit pelayanan karena kantor dipindahkan sementara pasca 

gempa Tahun 2009.  

3. Aparatur kurang memahami bidang pekerjaan sebagai pelayanan 

masyarakat.  

4. Pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik belum pernah dilakukan . Berdasarkan hasil wawancara dengan 

aparatur di lapangan diperoleh informasi selama ini pelatihan yang 

dilakukan hanya dengan mengirim aparatur tertentu untuk pergi 

pelatihan sehingga setelah selesai pelatihan aparatur kembali kekantor 

unit pelayanan dengan pengetahuan baru namun lingkungan tidak 

mendukung perubahan karena tidak memiliki kesamaam pengetahuan, 
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hal ini berakibat hasil pelatihan tidak dapat diterapkan di unit 

pelayanan.  

5. Belum tertatanya sistem pelayanan seperti sistem antrian, informasi 

layanan yang disediakan, waktu pelayanan dan prosedur pelayanan 

yang sesuai standar pelayanan publik pada UU nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik. Hal ini disebabkan aparatur tidak 

memahami UU tersebut. 

6. Pimpinan unit pelayanan pada umumnya tidak memiliki latar belakang 

ilmu untuk membelajarkan staf sehingga kurang inisiatif dalam  

membelajarkan staf, namun mereka telah memiliki kompetensi di 

bidang pelayanan publik. 

7. Minimnya anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta 

tidak tersedianya anggaran di Kecamatan untuk pelatihan aparatur. 

 

Penelitian kedua dilakukan di Kantor Kesbangpol Kota Padang pada 

tanggal 10 Oktober 2012. Kantor Pelayanan ini memberikan 3 jenis 

pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan publik untuk rekomendasi 

izin penelitian di Kota Padang, rekomendasai izin acara di Kota Padang dan 

surat rekomendasi pendaftaran Ormas, LSM, dan yayasan. Dari hasil 

observasi dan wawancara dapat disimpulkan: 

1. Kurangnya informasi yang tersedia tentang jenis pelayanan yang 

diberikan.  
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2. Masyarakat kesulitan mencari Kantor karena tidak adanya petunjuk 

(papan plang kantor) sehingga masyarakat harus bertanya-tanya untuk 

mencari Kantor Kesbangpol. 

3. Kekurangan staf yang bertugas di bagian pelayanan sehingga 

pelayanan terganggu, padahal masyarakat yang harus dilayani 

berjumlah banyak. 

4. Adanya tumpang tindih pekerjaan sehingga aparatur bidang pelayanan 

juga harus mengerjakan pekerjaan selain bidang pelayanan.  

5. Tidak adanya ketentuan jam pelayanan dalam melayani masyarakat 

sehingga berakibat kurang persiapan sebelum dan sesudah pelayanan. 

6. Belum diterapkannya Standar Pelayanan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik karena secara 

mekanisme belum dipahami isinya oleh aparatur. 

Penelitian yang ketiga dilakukan di Kantor Catatan Sipil Kota Padang 

pada tanggal 27 November 2012. Kantor catatan Sipil merupakan Kantor 

yang bertugas mencatat peristiwa penting yang dialami setiap penduduk di 

Kota Padang (Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2010). Dari hasil 

observasi di lapangan ditemukan berbagai persoalan pelayanan antara lain: 

1. Masyarakat mengeluhkan pelayan aparatur yang kurang memiliki 

kesadaran terhadap tugasnya sebagai pelayan masyarakat. 

2. Pelayanan yang diberikan belum maksimal, terkesan lambat dan 

berbelit-belit. 
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3. Belum adanya standar pelayanan yang jelas (SOP) dalam kegiatan 

pelayanan publik. 

4. Aparatur belum memberikan pelayanan dengan sopan, komunikasi 

yang ramah, dan raut wajah yang bersahabat.  

5. Belum tertatanya sistem pelayanan dengan baik sehingga masyarakat 

masih merasa kesulitan dalam memperoleh informasi untuk 

memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan. 

 

Sebagai perbandingkan pelayanan yang dilakukan aparatur pemerintah 

dengan pegawai swasta atau BUMN peneliti melakukan observasi dan 

wawancara di Kantor Telkomsel Padang  tertanggal 28 April 2013. Dari 

hasil observasi dan wawancara di lapangan disimpulkan bahwa: 

1. Pegawai Telkomsel memberi pelayanan pada masyarakat terlihat 

ramah, sehingga masyarakat yang dilayani merasa puas dengan sikap 

pegawai yang melayani. 

2. Masyarakat dipermudah dengan sistem yang sudah tertata dengan 

baik, jelas prosedur yang harus dilakukan. 

3. Pelayanan prima sudah diterapkan karena pegawai telah dilatih 

sebelum ditempatkan. 

4. Kegiatan pelayanan sudah memenuhi standar  UU pelayanan publik. 

5. Menurut pimpinan Telkomsel dari proses perekrutan karyawan telah 

dilakukan seleksi berdasarkan analisis kebutuhan dan setelah pegawai 

diterima langsung dilakukan pelatihan sesuai dengan bidang pekerjaan 

mereka masing-masing.   
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6. Adanya pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan 

kualitas SDM. 

7. Dilakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan sistem pelayanan.  

 

Berdasarkan hasil temuan awal di lapangan terlihat perbedaan kualitas 

pelayanan publik yang dikelola pemerintah dengan pelayanan publik yang 

dikelola swasta. Semenjak diberlakukanya Undang-Undang nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik seharusnya seluruh lembaga publik 

telah melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik, namun aparatur 

pemerintah sebagian besar belum menerapkan pelayanan berdasarkan 

Undang-Undang tersebut sehingga terlihat perbedaan kualitas pelayanan 

publik pemerintah dan swasta.     

Mengamati fenomena di atas terlihat bahwa kualitas SDM aparatur 

pemerintah dan pegawai swasta berbeda. Untuk itu dilakukan observasi dan 

wawancara dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang guna 

mengetahui upaya peningkatan kualitas  SDM aparatur yang telah dilakukan 

selama ini. Wawancara secara terbuka dilakukan dengan Kepala Sub bidang 

Diklat & Bintek (pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis) di Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Padang. Hasil wawancara diperoleh informasi 

pengembangan SDM aparatur untuk pelayanan publik dalam bentuk 

pelatihan belum pernah dilakukan oleh BKD. Pengembangan SDM di 

pemerintah Kota Padang dilakukan melalui pendidikan, diklat, dan 

sosialisasi. Pendidikan dilakukan dengan memberi tugas belajar dan izin 

belajar kepada aparatur yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 



10 
 

lebih tinggi seperti S2 dan S3. Diklat dilakukan berupa diklat penjenjangan 

dan diklat teknis fungsional. Sedangkan sosilaisasi dilakukan bila ada 

kebijakan baru yang berkaitan dengan pemerintahan. 

 

 

B. Fokus Masalah 

Merujuk kepada hasil penelitian awal dapat diketahui bahwa unit 

pelayanan pemerintah masih dihadapkan pada masalah rendahnya kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerinah dibanding pelayanan 

karyawan swasta sehingga penting dilakukan upaya peningkatan kualitas 

SDM aparatur. Disisi lain semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi informasi berdampak semakin mudahnya informasi diperoleh 

masyarakat sehingga membandingkan pelayanan sektor swasta dengan 

pemerintah. Hal ini juga menimbulkan tuntutan kepada pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan. Aparatur sebagai pengelola unit 

pelayanan seharusnya professional dalam pelayanan publik. Salah satu 

upaya strategis untuk meningkatkan profesionalisme aparatur adalah 

pelatihan. Pelatihan yang dilakukan mengacu kepada, situasi, kondisi, dan 

kebutuhan aparatur dilapangan.  Berdasarkan hal tersebut penting 

dikembangkan pelatihan tentang pelayanan publik bagi aparatur pemerintah.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian ini berupa pengembangan Model Pelatihan 
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Langsung Pelayanan Publik bagi Aparatur Pemerintah. Secara khusus 

masalah  penelitian ini dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pelayanan 

aparatur pemerintah selama ini? 

2. Bagaimanakah pengembangan model pelatihan langsung pelayanan 

publik bagi aparatur pemerintah? 

3. Apakah model pelatihan langsung pelayanan publik bagi aparatur 

pemerintah yang dikembangkan valid? 

4. Apakah model pelatihan langsung pelayanan publik bagi aparatur 

pemerintah yang dikembangkan efektif?  

5. Apakah model pelatihan langsung pelayanan publik bagi aparatur 

pemerintah yang dikembangkan praktis? 

 

D. Tujuan Pengembangan 

Tujuan penelitian untuk mengembangkan model pelatihan langsung 

pelayanan publik bagi aparatur pemerintah. Secara khusus penelitian ini  

bertujuan: 

1. Menemukan penyebab rendahnya kualitas pelayanan aparatur 

pemerintah selama ini. 

2. Pengembangan model pelatihan langsung pelayanan publik bagi 

aparatur pemerintah. 

3. Menentukan validitas Model pelatihan langsung pelayanan publik 

bagi aparatur pemerintah.   
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4. Menentukan praktikalitas model pelatihan langsung pelayanan publik 

bagi aparatur pemerintah.   

5. Menentukan efektivitas model pelatihan langsung pelayanan publik 

bagi aparatur pemerintah dengan uji coba lapangan terbatas.   

 

E. Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini berupa model pelatihan 

langsung pelayanan publik bagi aparatur pemerintah. Model ini merupakan 

sebuah inovasi dengan mengembangkan pelatihan menjadi lebih efektif dan  

praktis. Model dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap aparatur melalui pelatihan. Untuk memahami 

produk dirinci sebagai berikut: 

1. Model yang dikembangkan mengacu kepada situasi, kondisi dan 

kebutuhan aparatur di lapangan.  

2. Dikembangkan buku pendukung model yang digunakan untuk uji 

coba model yang terdiri dari buku panduan model, panduan instruktur 

dan materi pelatihan. 

3. Pelatihan yang dirancang dalam model ini merupakan pelatihan 

langsung (on the job training) yaitu program pelatihan yang langsung 

diadakan dalam organisasi di tempat  kerja yaitu kantor unit pelayanan 

publik dan pada saat pekerjaan berlangsung (learning by doing). 

4. Model pelatihan langsung ini bertujuan mempermudah organisasi 

dalam mengelola pelatihan secara mandiri yaitu dengan membantu 

penyelesaian persoalan kekurangan anggaran pengembangan SDM 
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aparatur di Kantor Unit Pelayanan, namun tetap dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan aparatur sebagai pelayan masyarakat.  

 

F. Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan model pelatihan langsung pelayanan publik bagi 

aparatur pemerintah ini penting karena masih ditemukan keluhan dari 

masyarakat tentang rendahnya kualitas pelayanan aparatur pemerintah. Hal 

ini terlihat dari hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan dengan 

membandingkan pelayanan pemerintah dan pelayanan sektor swasta. 

Asumsi awal berdasarkan data yang diperoleh bahwa penyebab rendahnya 

kualitas SDM aparatur disebabkan kurangnya pengetahuan, sikap dan 

keterampilan aparatur dalam pelayanan publik, secara rinci penelitian ini 

penting karena: 

1. Permasalahan pelayanan aparatur menjadi persoalan yang hampir 

dirasakan setiap masyarakat. Masyarakat pada umumnya merasakan 

perbedaan pelayanan yang dikelola oleh sektor swasta dengan sektor 

pemerintah. Pelayanan pada sektor swasta terkesan lebih simple dan 

ramah sehingga timbul tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah 

untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar dapat melayani 

masyarakat dengan pelayanan prima. 

2. Pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

masalah penyebab rendahnya kualitas pelayanan aparatur.  
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3. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan dari 

masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang prima sehingga 

penting memperbarui ilmu secara berkesinambungan.  

4. Pelatihan yang ada selama ini masih kurang efektif untuk 

meningkatkan SDM aparatur dalam pelayanan publik sehingga 

dibutuhkan inovasi berupa pengembangan model pelatihan yang tepat 

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur 

dalam pelayanan publik.  

5. Model pelatihan langsung pelayanan publik bagi aparatur pemerintah 

ini dirancang untuk dilakukan dalam organisasi pelayanan publik 

dengan melibatkan seluruh aparatur pelayan langsung pada unit 

pelayanan publik. Diharapkan dengan pelatihan aparatur memiliki 

kesamaan pemikiran tentang pelayanan yang diberikan pada 

masyarakat. Pelatihan langsung melibatkan keseluruhan aparatur 

pelayan langsung pada unit pelayanan bertujuan menyamakan 

persepsi serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

melakukan kegiatan pelayanan.  

6. Pentingnya meningkatkan kompetensi aparatur yang dilakukan oleh 

unit pelayanan secara mandiri dan berkesinambungan melalui 

pelatihan langsung (on the job training) yaitu program pelatihan yang 

langsung diadakan dalam organisasi di tempat kerja dan pada saat 

pekerjaan berlangsung (learning by doing). 
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G. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis berupa : 

1. Sumbangsih kepada perkembangan ilmu pengetahuan terutama 

pendidikan dan pelatihan aparatur. 

2. Pengembangan teori untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparatur 

pemerintah. 

Secara praktis  penelitian dapat dimanfaatkan sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah, dapat mengadopsi model pelatihan langsung  

pelayanan publik untuk meningkatkan SDM aparatur. 

2. Bagi organisasi pelayanan, dapat mengunakan model ini untuk 

melakukan pelatihan. 

3. Bagi pimpinan unit pelayanan, dapat mengetahui pendekatan 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk membelajarkan  aparatur 

secara mandiri. 

4. Bagi aparatur, untuk memahami materi pelayanan publik sehingga 

dapat meningkatkan potensi diri dan kualitas pelayanan pada 

masyarakat. 

5. Bagi masyarakat, untuk mengetahui standar pelayanan yang 

seharusnya mereka peroleh. 

6. Bagi lembaga  pendidikan  dan pelatihan, dapat menginformasikan 

dan membandingkan model ini dengan model lain guna meningkatkan 

kualitas pelayanan aparatur. 
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H. Penjelasan Istilah  

1. Model merupakan suatu proses analisis, desain, pengembangan, 

implementasi, dan evaluasi yang dilakukan untuk menemukan solusi 

permasalahan dilapangan. Merancang sebuah model didukung oleh 

fakta dilapangan dan merujuk kepada teori yang tepat. Pengembangan 

melalui penelitian secara sistematik dengan tujuan untuk melahirkan 

sebuah inovasi untuk memecahkan masalah yang ditemukan 

dilapangan.    

2. Pelatihan langsung merupakan pelatihan yang  dilakukan langsung 

dalam organisasi (on the job training) pada saat pekerjaan 

berlangsung (learning by doing). 

3. Pelayanan publik merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh 

aparatur pelayanan langsung terhadap masyarakat berupa pelayanan 

administrasi yang dibutuhkan masyarakat.  

4. Aparatur pemerintah dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah 

yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (customer 

service).  
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 BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dikemukan pada Bab 

sebelumnya, maka berikut disajikan kesimpulan, implikasi dan saran-saran yang 

relevan dengan temuan penelitian. 

 

A. Kesimpulan 

Pada bagian ini disimpulkan hasil bahasan pada Bab sebelumnya 

mengenai penelitian model pelatihan langsung pelayanan publik bagi 

aparatur pemerintah.  

1. Penyebab rendahnya Kualitas Pelayanan Aparatur. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan penyebab rendahnya kualitas pelayanan aparatur karena 

kurangnya kompetensi berupa pengetahuan, sikap dan ketermpilan 

yang dimiliki oleh aparatur tentang pelayanan publik sehingga penting 

dikembangkan pelatihan yang sesuai dengan kondisi aparatur di 

lapangan.  

 

2. Proses Pengembangan Model Pelatihan langsung pelayanan 

Publik Bagi Aparatur pemerintah   

 

a. Analisis kebutuhan pelatihan langsung pelayanan publik bagi 

aparatur pemerintah dilakukan dengan mengumpulkan data 

melalui FGD dan angket need assessment.  Data yang diperoleh 

dianalisis guna mengetahui kebutuhan pelatihan. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa aparatur membutuhkan pelatihan langsung 

234 
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untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

pelayanan publik yang dapat dilakukan dalam organisasi 

pelayanan publik. Materi pelatihan yang diberikan mengacu 

kepada hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan 

kebutuhan aparatur di lapangan.  

b. Perancangan model pelatihan mengacu kepada hasil analisis 

kebutuhan. Pada tahap ini dirancang konstruksi model berupa 

unsur dasar dalam membangun sebuah model yang terdiri dari 

sintak, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak 

langsung dan dampak tidak langsung. Tahap ini juga 

dirancangan tiga buku pendukung yang terdiri dari buku model, 

buku buku instruktur, dan buku materi pokok pelatihan.  

c. Pengembangan model pelatihan langsung pelayanan publik bagi 

aparatur pemerintah dilakukan dengan melibatkan uji validitas, 

praktikalitas dan efektifitas. Uji validitas dilakukan dengan 

melibatkan ahli, produk dinyatakan valid oleh ahli. 

Pengembangan juga dilakukan dengan uji praktikalitas dengan 

melibatkan praktisi pelayan publik dengan hasil penilaian model 

ini praktis. Uji efektifitas dilakukan dengan uji coba kelompok 

kecil untuk selanjutnya dilakukan perbaikan produk sebelum 

diimplementasikan pada kelompok besar.  

d. Implementasi model pelatihan langsung pelayanan publik bagi 

aparatur pemerintah dilakakukan pada kelompok besar. Dari 
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hasil imlementasi pada kelompok besar diketahui bahwa model 

ini efektif dan terjadi perubahan pengetahuan dan keterampilan 

aparatur dalam kegiatan pelayanan publik.  

e. Evaluasi model pelatihan langsung pelayanan publik bagi 

aparatur pemerintah terbagi menjadi dua yakni evaluasi formatif 

dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan dengan perbaikan 

secara terus menerus pada setiap tahap pengembangan model. 

Evaluasi sumatif dilakukan pada tahap implementasi dengan 

membandingkan hasil pre-test dan post-test serta melakukan 

penilaian secara kualitatif pasca pelatihan. 

Model pelatihan langsung pelayanan publik bagi aparatur 

pemerintah dilakukan dengan tahapan analisis, rancang, 

pengembangan, implementasi, dan evaluasi sesuai dengan Model 

ADDIE telah berhasil dikembangkan dengan baik. 

 

3. Validitas Model Pelatihan Langsung Pelayanan Publik bagi 

Aparatur Pemerintah. 

 

Validitas Model ini telah di uji oleh ahli bidang pendidikan, ahli 

media dan ahli pemerintahan. Berdasarkan hasil penilain bahwa model 

ini valid dengan beberapa saran perbaikan yang telah dilakukan. 

 

 

4. Efektivitas Model Pelatihan Langsung Pelayanan Publik bagi 

Aparatur Pemerintah 

 

Berdasarkan hasil uji efektifitas dengan melaksanakan pelatihan 

langsung pelayanan publik bagi aparatur pemerintah terbukti dari hasil 
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pre-test dan post-test menunjukan bertambahnya pengetahuan dan 

keterampilan aparatur dalam pelayanan publik. Observasi juga 

dilakukan untuk menilai efektifitas model dengan membandingkan 

pelayanan aparatur sebelum dan sesudah pelatihan, diperoleh data 

terjadi perubahan pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam 

pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian maka model ini dinyatakan 

efektif. 

 

5. Praktikalitas Penerapan Pelatihan Langsung Pelayanan Publik 

bagi Aparatur Pemerintah 

 

Praktikalitas model di uji dengan melibatkan praktisi pelayanan 

publik. Uji praktikalitas dilakukan melalui FGD. Berdasarkan hasil 

diskusi FGD bersama praktisi disepakati model pelatihan langsung 

pelayanan publik bagi aparatur pemerintah ini praktis karena dapat 

menjawab persoalan yang dihadapi di lapangan.  

 

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan Model Pelatihan 

Langsung Pelayanan Publik bagi Aparatur Pemerintah yang telah 

dilaksanakan dapat diketahui dengan keterbatasan sumber daya, unit 

pelayanan telah mampu melakukan peningkatan kualitas SDM aparatur 

melalui pelatihan secara mandiri. Pelatihan dapat dilakukan secara mandiri, 

dengan melibatkan seluruh staf pelayan langsung diunit pelayanan, melibatkan 

pimpinan sebagai instruktur pelatihan, menciptakan kesamaan persepsi 



238 
 

terhadap pelayan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

aparatur.  

Pelaksanaan pelatihan langsung menerapkan prisip-prinsip belajar 

andragogi, pendidikan karakter, belajar sosial dan pembelajaran berbasis 

masalah terlaksana dengan baik karena peserta pelatihan merupakan orang 

dewasa yang dilibatkan secara langsung dalam analisa kebutuhan pelatihan, 

materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan belajar aparatur. pelaksanaan 

kegiatan pelatihan dilakukan dengan lebih banyak berdiskusi antara peserta 

pelatihan dengan berbagi pengalaman sehingga aparatur merasa memiliki 

harga diri karena keterlibatanya dalam mengemukakan pendapat. Lingkungan 

belajar sesuai dengan situasi alami ditempat kerja secara langsung. Aparatur 

dihadapkan pada berbagai fenomena dilapangan dan diminta memecahkan 

masalah yang dihadapi dengan pengetahuan yang dimiliki.  

Masyarakat sebagai pengguna telah dapat mengetahui jenis layanan, 

standar pelayanan, maklumat pelayanan dan alur pelayanan yang disusun oleh 

unit pelayanan sebagai implementasi pengetahuan tentang pelayanan publik. 

Bertambahnya pengetahuan, keterampilan dan berubahnya sikap aparatur 

dalam pelayanan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga meningkat 

kepuasan masyarakat.        

 

C. Saran 

 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dikemukan diatas, maka 

untuk bisa memanfaatkan atau menggunakan model pelatihan langsung 
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pelayanan publik bagi aparatur pemerintah secara lebih luas, perlu disarankan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. DPRD sebagai pengambil kebijakan di Daerah dapat mempertimbangkan 

untuk menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) yang dijadikan dasar 

hukum untuk pelaksanaan model ini sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan publik secara mandiri oleh seluruh unit pelayanan. 

2.  Pemerintah dapat mengusulkan kepada DPRD untuk menerbitkan 

PERDA tentang pelaksanaan model ini sehingga bermanfaat untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur melalui pelatihan, 

karena bertambahnya pengetahuan, keterampilan dapat mempengaruhi 

sikap aparatur dalam pelayanan. 

3. Organisasi pelayanan publik sebagai pelaksana pelayanan dapat 

mengadopsi model ini guna meningkatkan kualitas ADM aparatur.  

4. Pimpinan unit pelayanan dapat melaksanakan pelatihan secara mandiri 

dengan mengunakan sumber daya yang tersedia di unit pelayanan untuk 

membelajarkan aparatur di lingkungannya sehingga dapat mengkatkan 

kualitas pelayanan pada masyarakat.  

5. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menindaklanjuti penelitian ini 

dengan melakukan penelitian lanjutan dalam bentuk inovasi guna 

meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah dari berbagai sudut 

pandang, dasar keilmuan dan dapat menjadi pengetahuan baru yang 

bermanfaat bagi pelayanan publik.  
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6. Program Doktor ilmu pendidikan (S3) Universitas Negeri Padang untuk 

dapat lebih mengembangkan kemampuan mahasiswa sebagai calon ahli 

dibidang ilmu pendidikan dengan mengembangkan berbagai penelitian 

yang bermanfaat dan aplikatif sehingga menjawab permasalahan yang 

ditemui dilapangan dan menemukan inovasi dalam memecahkan masalah 

kehidupan.  
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